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Pendahuluan

John Finnis, seorang pemikir hukum Kkodrat kontemporer,
membedakan kewajiban hukum dari sudut pandang legal dan
kewajiban hukum dari sudut pandang moral (Finnis 1980, 354). la
mengatakan bahwa pemisahan itu adalah miliknya (Finnis 1980, 329
(cat. kaki)). Secara singkat, Finnis berpandangan bahwa terhadap
hukum yang tidak adil, yang gugur-hanya ‘“kewajiban hukum dalam
arti moral”, sedangkan, “kewajiban hukum dalam arti legal” tetap
hidup dan mengikat.

Kewajiban hukum dalam arti legal menurut Finnis adalah suatu
kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang timbul
dari hukum atau norma hukum yang ada tanpa menggunakan
kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar
salahnya, baik buruknya, suatu hukum atau norma hukum tersebut.
Kewajiban hukum dalam arti legal bersifat tetap, tidak berubah.
Sedangkan, kewajiban hukum dalam arti moral adalah kewajiban
untuk mematuhi hukum; kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu sesuai dengan hukum atau norma hukum yang ada
dengan menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis)
untuk menilai benar salahnya, baik buruknya suatu hukum atau norma
hukum. Kewajiban hukum dalam arti moral bersifat variatif, dapat
berubah sesuai ketidakadilan dalam hukum yang dapat terjadi pada
hukum atau norma hukum tersebut.

Pemikiran Finnis yang membedakan antara kewajiban hukum dalam
arti legal dan dalam arti moral mendapat tanggapan dari Robert Alexy.
Alexy berpandangan bahwa pembedaan antara kewajiban moral dan
kewajiban hukum oleh Finnis harus ditolak dari sudut pandang peserta
(participant). Alexy mengatakan bahwa setelah runtuhnya suatu
rezim yang memerintah berdasarkan hukum yang sangat-sangat tidak
adil (extreme unjust laws), pertanyaan apakah hukum-hukum dan
putusan-putusan yang berasal dari hal tersebut batal demi hukum sejak
awal adalah hal yang terpenting untuk perlindungan hak asasi manusia
para korban rezim tersebut” (Alexy 2013, 109). Secara tidak langsung,
Alexy mengatakan bahwa dalam keadaan hukum yang sangat-sangat



tidak adil (extreme injustice), tidak ada lagi pembedaan antara
kewajiban moral dan kewajiban hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan diskursus antara John Finnis dan Robert Alexy, dalam
kondisi apa suatu norma hukum yang tidak adil patut dikesampingkan,
dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan?

Tesis

Norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia
secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan
batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya.
Pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum norma
hukum tersebut perlu mempertimbangkan keadilan (ekuitas), sejauh
diperlukan, atas dasar prinsip fiksi hukum, sebagai bagian dari prinsip
fiksi hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum.*
Tujuan

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah untuk mengetahui apa yang
menjadikan suatu norma hukum tidak adil dan tingkat ekstremitas dari
ketidakadilan pada suatu norma hukum; mengetahui Syarat-syarat
yang dapat dipedomani oleh hakim dalam mengambil putusan
pengesampingan, pembatalan, atau pembatalan demi hukum dari suatu
norma hukum yang tidak adil, baik secara ekstrem atau tidak; dan
menyajikan diskursus utama-antara-Finnis dan Alexy sehubungan
dengan kewajiban hukum dan validitas hukum, sintesis diskursus,
serta kesimpulan yang dapat ditarik dari diskursus tersebut.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode
kajian kepustakaan. dengan pendekatan analitikal kualitatif yang
berfokus pada 2 (dua) filosof, filosof primer John Finnis, filosof

! Suatu prinsip yang menganggap suatu fakta fiktif sebagai suatu kebenaran, atas
dasar ekuitas, yang dibuat hakim setelah menempatkan dirinya dalam sudut pandang
legislator mengenai bagaimana sesungguhnya suatu horma hukum itu sebenarnya,
sewajarnya, seharusnya ditetapkan, dimana hakim kemudian menggunakan fakta
fiktif tersebut untuk mengambil suatu putusan

2



sekunder Robert Alexy, dan 2 (dua) orang filosof lain, yaitu Thomas
Aquinas dan Gustav Radbruch, untuk memperkaya pembahasan
filsafat hukum Finnis dan Alexy dan untuk menemukan simpulan
diskursus antara Finnis dan Alexy.

Kerangka Teoretik

Finnis memulai filsafat hukumnya dari aspek etika yang ia uraikan di
awal buku Natural-Law Natural Right (NLNR). Ada nilai-nilai dasar
yang nyata dengan sendirinya. Bagian dari nilai dasar tersebut adalah
kemasukakalan praktis (practical reasonableness) dan apresiasi
terhadap kebaikan bersama (common good). Pemikiran Finnis tentang
hukum tidak adil dan kaitannya dengan maksim “hukum tidak adil
bukanlah hukum” selalu kembali kepada etika dasar bangunan filsafat
hukumnya, yaitu kemasukakalan praktis.

Arti dari “kewajiban hukum dalam arti legal” yang dimaksud Finnis
adalah suatu kewajiban yang merujuk pada tatanan hukum yang
dianggap “sempurna” (dalil tidak ada celah dalam hukum, tidak ada
konflik antar kewajiban, menciptakan dirinya sendiri dan bersifat
memaksa) dan bersandar pada kerangka pemikiran yang diterima
begitu saja bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah untuk kebaikan
bersama, sehingga menyebabkan kewajiban bersifat tetap (invariant)
dan mewajibkan setiap subjek untuk melakukan ketentuan yang diatur
oleh aturan hukum apa adanya tanpa merujuk pada penilaian praktis
(kemasukakalan praktis). subjek hukum tersebut. Kewajiban hukum
dalam arti legal bersifat tetap, tidak berubah.

Sedangkan, arti “kewajiban hukum dalam arti moral” yang dimaksud
Finnis adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu sesuai dengan.hukum atau norma hukum yang ada dengan
menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk
menilai benar salahnya, baik buruknya suatu hukum atau norma
hukum. Dalam bentuk singkatnya, ‘“kewajiban hukum dalam arti
moral” adalah kewajiban untuk mematuhi hukum. Kewajiban hukum
dalam arti moral bersifat variatif, dapat berubah sesuai ketidakadilan



dalam hukum yang dapat terjadi pada hukum atau norma hukum
tersebut.

Bagi Finnis, hukum adalah sistem dari penalaran praktis, dan sistem
tersebut ditawarkan kepada orang yang bermaksud untuk patuh pada
hukum sebagai dalil yang diterima begitu saja, dengan alasan yang
dikesampingkan. Namun, bagi Finnis, hukum (Supremasi Hukum)
“tidak menjamin setiap aspek.dari-kebaikan bersama” (Finnis 2011,
274) dan terkadang. bahkan hukum “tidak menjamin substansi dari
kebaikan bersama” (Finnis 2011, 274). Oleh karena itu, seseorang
(sebagai warga negara yang baik) berhak menggunakan penalaran
praktis pribadinya (tanpa batas) untuk menilai apakah suatu hukum
adil atau tidak adil. Di sini-lah “kewajiban hukum dalam arti moral”
berperan dimana seseorang berhak mengabaikan hukum-hukum yang
tidak adil tersebut dengan segala cara (Finnis 2011, 360). Hukum
seperti itu menurut Finnis tidak mempunyai otoritas moral (Finnis
2011, 360). Dalam hal inilah, hukum tidak adil adalah bukan hukum
dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, terlepas dari (i) bahwa
hukum tidak adil tersebut berasal dari sumber hukum yang sah (ii)
akan secara faktual dilaksanakan oleh pengadilan dan/atau penguasa
(ifi) dan disebut sebagai hukum seperti aturan hukum lainnya (Finnis
2011, 360-1).

Di sisi lain, Aquinas tidak membatasi diri pada keterikatan suara hati
manusia terhadap hukum, atau kewajiban moral untuk mematuhi
hukum, atau yang disebut Finnis sebagai “kewajiban hukum dalam arti
moral”. Untuk norma hukum yang melanggar hak kodrati (hak asasi
manusia dalam konteks modern), Aquinas mengatakan bahwa norma
tersebut tidak adil dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Frase
“tidak mempunyai kekuatan mengikat” jelas diartikan bahwa norma
hukum tidak adil sepertivitu tidak mempunyai kekuatan hukum sama
sekali dan bisa dilihat dari sudut pandang "batal demi hukum.”
Namun, Aquinas tidak bermaksud mengatakan bahwa seorang hakim
kemudian harus menyatakan suatu hukum yang melanggar hak kodrati
batal demi hukum. Aquinas menekankan agar hakim menggunakan
konsep ekuitas dalam menjatuhkan putusan. Ini bisa diartikan bahwa,
(1) hakim wayjib menyimpang dari hukum yang melanggar hak kodrati,
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(if) hakim wajib mendasarkan putusannya pada ekuitas, yang berada
di bawah keadilan kodrati, untuk mengarahkan keadilan hukum yang
sesungguhnya dengan cara menempatkan dirinya sebagai legislator
dalam menetapkan hukum yang adil (iii) yang menunjukkan bahwa
anjuran Aquinas dekat dengan penerapan prinsip fiksi hukum ketika
hakim berhadapan dengan hukum yang tidak adil. Dengan demikian,
dalam konteks ini, apa yang mau disampaikan Aquinas adalah bahwa
hukum yang melanggar hak kodrati adalah bukan hukum sama sekali.

Filsafat hukum< Alexy menunjukkan bahwa filsafat hukumnya
menekankan kepada keseimbangan antara kepastian hukum (dimensi
riil) dan keadilan (dimensi ideal). Bagi Alexy, kepastian hukum adalah
bagian dari keadilan itu sendiri, untuk mencegah kekacauan dan anarki
dan ini menunjukkan perlunya kepositifan hukum. Namun, filsafat
hukum Alexy juga menunjukkan bahwa baginya, kandungan keadilan
dalam suatu sistem hukum dan dalam hukum adalah hal yang sangat
penting. Ia menamakannya sebagai “klaim kebenaran akan hukum”
dan klaim ini tidak lain dari klaim akan keadilan. Menurut Alexy
klaim tersebut adalah suatu keniscayaan yang ada di setiap sistem
hukum. Apa yang disampaikan oleh Alexy selaras dengan apa yang
dikatakan oleh Aquinas yaitu bahwa kekuatan hukum bergantung pada
kandungan keadilan pada hukum tersebut (ST I-1l g. 95 a. 2).

Alexy mengembangkan pemikiran tentang tatanan-pertama kebenaran
dan tatanan-kedua kebenaran. Posisi Alexy adalah pada tatanan-kedua
kebenaran yaitu keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan
prinsip- keadilan di dalam suatu sistem hukum. Namun; ia juga
menekankan bahwa kedua prinsip bisa bertabrakan, dan jika itu terjadi,
apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah asas hukum prinsip
yang bertentangan dan asas hukum keseimbangan, yang sesungguhnya
tidak lain dari formula -Radbruch itu sendiri: ketidakadilan ekstrem
adalah bukan hukum. Ini adalah maksim yang dipopulerkan oleh
Alexy berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch.

Alexy menekankan bahwa jika norma hukum melewati ambang batas
ketidakadilan ekstrem, validitas hukum norma tersebut gugur, dan jika
tidak melewati ambang batas (di bawah ambang batas), maka norma
hukum tersebut cacat hukum, tetapi tidak gugur atau kehilangan
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validitasnya. Bagi Alexy, keadilan merujuk pada hak asasi manusia
dalam menentukan isi keadilan, dan sebaliknya maka, hak asasi
manusia juga bagian dari keadilan itu sendiri. Alexy tidak mengatakan
bahwa ketidakadilan ekstrem sama dengan pelanggaran hak asasi
manusia. Namun, terlihat dari pemikirannya bahwa pelanggaran hak
asasi manusia adalah komponen penting untuk menentukan terjadi
tidaknya suatu ketidakadilan ekstrem di dalam suatu norma hukum.
Alexy mengatakan bahwa ambang batas dimana suatu norma hukum
kehilangan validitasnya ditandai dengan syarat=syarat minimum
moral, seperti hak asasi manusia mendasar untuk hidup dan
perlindungan fisik (Alexy 2010, 48). Dalam kesempatan lain, ia
menyebutnya sebagai  “beberapa syarat minimum . moral,
perbendaharaan inti dari hak asasi manusia mendasar’” (Alexy 2010,
62) atau “pelanggaran ekstrem hak asasi manusia” (Alexy 2013, 108).
Jadi, jelas, bahwa bagi Alexy, untuk mengetahui ada tidaknya
ketidakadilan ekstrem,? salah satu unsur penting adalah seseorang
perlu melihat ada tidaknya suatu pelanggaran hak asasi manusia.
Pengetahuan dan kesadaran seseorang akan hal ini akan semakin nyata
jika ketidakadilan tersebut semakin keji atau ekstrem.

Apa yang disampaikan oleh Alexy langsung bersinggungan dengan
apa yang telah diuraikan oleh Aquinas mengenai hukum kodratnya,
khususnya prinsip primer dan prinsip sekunder hukum kodrat, dan
keadilan kodrati. Bahwa ada hukum yang mengandung keadilan
kodrati, yaitu keadilan kodrati yang ditetapkan sebagai hukum positif,
sepertl hukum mengenai hak-hak asasi manusia (hak kodrati dalam
konteks ‘modern). Dan, ada hukum yang tidak lagi mengandung
keadilan kodrati, tetapi murni keadilan hukum, seperti penentuan
berapa lama pidana penjara untuk pidana pembunuhan. Aquinas tegas,
hukum manusia yang melanggar hak kodrati-(yang dapat dikatakan

2 Ketidakadilan ekstrem adalah pelanggaran berat atau ekstrem hak-hak asasi
manusia sebagai syarat minimum moral, yang mana pelanggaran (berat atau
ekstrem) tersebut mudah untuk dikenali, nyata di dalam pikiran, dan disepakati
secara luas oleh setiap peserta dalam sistem hukum, dan pelanggaran (berat atau
ekstrem) tersebut telah melebihi ambang batas ketidakadilan yang masih dapat
ditoleransi untuk menghargai prinsip kepastian hukum dalam suatu sistem hukum
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melanggar hukum kodrat) adalah bukan hukum, tidak mempunyai
kekuatan mengikat, dan hakim harus menyimpang dari aturan hukum
tersebut atas dasar ekuitas dengan metode yang serupa dengan prinsip
fiksi hukum.

Alexy mengkritik filsafat hukum Finnis, khususnya dua kewajiban
hukum Finnis, yaitu kewajiban hukum dalam arti legal dan dalam arti
moral, sebagai alternatif yang tidak-memadai bagi formula Radbruch.
Alexy memandang bahwa Finnis masuk dalamaliran non positivisme
super-inklusif.3 Kritik Alexy ditanggapi oleh Finnis.dan ditanggapi
lebih lanjut oleh Alexy. Penulis kemudian mengkritisi diskursus antara
Finnis-Alexy yang menghasilkan sintesis dari diskursus tersebut dan
kesimpulan sebagai penyesuaian dari formula Radbruch. ‘Ada lima
permasalahan utama diskursus antara Finnis dan Alexy.

Analisis

Permasalahan pertama adalah berkenaan dengan klaim kebenaran di
dalam hukum. Alexy mengatakan kebenaran di dalam hukum selalu
ada dan nyata meski tidak ditegaskan secara eksplisit. Finnis di sisi
lain mengatakan bahwa sistem hukum bisa saja tidak menegaskan soal
kebenaran itu atau bahwa suatu sistem hukum bersumber dari nilai-
nilai moral. Penulis menilai bahwa contoh proklamasi sistem hukum
yang diajukan Finnis* dapat dipatahkan oleh Alexy, karena rujukan
kepada “‘aturan primer Hartian” sesungguhnya merujuk kepada
pertemuan antara hukum dan moral. Selain itu, Finnis sendiri Secara

8 Aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum tidak
terpengaruh terhadap cacat moral apa pun

4 Contoh proklamasi: “Hukum kami, yang memenuhi-semua (katakanlah) kriteria
Hartian (aturan primer yang melarang kekerasan, pencurian dan penipuan, aturan
sekunder pengakuan, perubahan dan proses penyelesaian sengketa, dll.), menetapkan
tugas-tugas hukum dan memberikan hak-hak hukum yang tidak ada kaitannya
dengan hak-hak moral. Hukum kami menetapkan kewajiban-kewajiban hukum yang
bukan kewajiban-kewajiban moral, dan tidak ada kaitannya dengan keadilan dari
segi moral dll. melainkan struktur kekuasaan yang teratur untuk mengejar tujuan
khusus kami. Kami sebagai rezim akan melaksanakan hukum ini dengan paksa tanpa
kenal ampun.”



langsung membenarkan adanya kebenaran di dalam hukum, yaitu
bahwa hukum positif seharusnya adil dan mengklaim bahwa ia adil
dan memastikan bahwa klaim itu benar. Dan ini menunjukkan bahwa
secara esensial posisi pemikiran kedua filosof adalah sama, yaitu
keadilan adalah kandungan esensial hukum.

Permasalahan kedua adalah mengenai dua sudut pandang yaitu sudut
pandang pengamat® dan sudut pandang peserta,® yang menurut Alexy
diperlukan untuk _mendukung argumen dari. ketidakadilan dan
karenanya membenarkan formula Radbruch. Sedangkan, bagi Finnis,
kedua sudut pandang tidak bermanfaat dan pengamat dapat
memberikan penilaian menggunakan sudut pandang peserta. Penulis
menilai bahwa pendekatan Alexy lebih tepat dibandingkan anggapan
bahwa kedua sudut pandang tidak berbeda, seperti yang disampaikan
Finnis (yang mengacu pada Hart). Perbedaan antara pengamat dan
peserta dalam sistem hukum tetap nyata jika dikaitkan dengan
pertanyaan apa putusan yang benar secara hukum, yang berarti
berkaitan dengan pertanyaan moral dan keadilan. Namun, meski kritik
Finnis tidak bisa melumpuhkan argumen Alexy, baik Finnis dan Alexy
menyetujui bahwa sudut pandang peserta adalah yang utama dalam
suatu sistem hukum dan sudut pandang tersebut bersifat moral.

Permasalahan ketiga adalah perbedaan pendekatan antara Finnis dan
Alexy dalam filsafat hukumnya, khususnya terhadap penilaian perlu
tidaknya kandungan moral (keadilan) di dalam suatu norma hukum.
Finnis menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up
approach) dengan penekanan pada realitas kehidupan manusia. Alexy
di sisi lain menggunakan pendekatan konseptual, yaitu berdasarkan
tesis keperluan yang telah ia mutakhirkan, yaitu ‘“diperlukannya

5 Sudut pandang pengamat adalah suatu sudut pandang seseorang dalam suatu sistem
hukum yang bertanya bagaimana pertanyaan-pertanyaan hukum secara aktual
diputuskan di dalam suatu sistem hukum. Contoh pertanyaan pengamat: “Bagaimana
putusan hukum secara aktual dibuat?”

6 Sudut pandang peserta adalah suatu sudut pandang seseorang dalam suatu sistem
hukum yang bertanya apa yang menjadi jawaban benar terhadap pertanyaan hukum
di dalam sistem hukum dimana ia berada. Contoh pertanyaan peserta: “Apa jawaban
hukum yang benar”?



hubungan antara validitas hukum atau kebenaran hukum di satu sisi,
dan keutamaan moral dan ketidakutamaan moral atau kebenaran moral
dan ketidakbenaran moral di sisi lain.” Masalahnya, Finnis menilai
pendekatan konseptual tidak bermanfaat. Penulis menilai bahwa pada
bagian ini tidak ada pertentangan secara substansial antara kedua
filosof. Keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda tetapi ada
kesamaan tujuan, yaitu moral, keadilan, dan hak asasi manusia.

Permasalahan keempat berkenaan dengan pembedaan yang dibuat
Alexy terhadap aliran positivisme’ dan non positivisme® serta
pembedaan Kkategorial® terhadap aliran non positivisme. Pembedaan
ini menurut Finnis_salah kaprah. Penulis menilai bahwa tidak ada
permasalahan mendasar mengenai pembedaan kategorial" tersebut.
Finnis senyatanya mengetahui klaim standar positivis dan
mendeklarasikan dirinya lebih tepat sebagai non positivisme
eksklusifi® dibandingkan non positivisme super-inklusif. Di sini
penulis menilai bahwa kritik Finnis dapat dilihat sebagai masukan bagi
Alexy, tetapi tidak menggugurkan pemikiran Alexy mengenai
pembedaan kategorial yang Alexy telah buat untuk membuktikan
argumen-argumennya.

Permasalahan kelima adalah pertentangan pemikiran kedua filosof
terhadap substansi dan aplikasi dari formula Radbruch. Finnis menilai
bahwa formula Radbruch, ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum,
bukanlah kebenaran hukum, bukan filsafat hukum, dan terlalu
menyederhanakan persoalan.

7 Suatu aliran yang berpandangan bahwa hubungan antara moral dan hukum tidak
perlu

8 Suatu aliran yang berpandangan bahwa hubungan antara moral dan hukum
diperlukan

9 Alexy membuat pembagian aliran non positivisme, yaitu non positivisme super-
inklusif, non positivisme inklusif, dan non positivisme eksklusif

10 Suatu aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum
hilang dalam semua kasus terjadinya cacat moral
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Menurut Alexy, formula Radbruch pas untuk non positivisme
inklusif!! karena aliran tersebut menekankan keseimbangan antara
dimensi riil dan dimensi ideal hukum. Dimensi riil hukum
menghasilkan suatu prinsip kepastian hukum. Sedangkan, dimensi
ideal hukum menghasilkan suatu prinsip keadilan. Kedua prinsip ini
dalam beberapa keadaan akan saling bertentangan. Namun, menurut
Alexy, pertentangan tersebut harus dimenangkan oleh prinsip keadilan
ketika terjadi ketidakadilan ekstrem.  Sebaliknya, Finnis menilai
formula Radbruch sebagai “terlalu menyederhanakan permasalahan
dengan cara jalan pintas yang terlalu pendek melalui hutan” (Finnis
2014, 101), bertumpu pada asumsi yang tidak logis yaitu “semua
aturan dapat diidentifikasi secara wajar dengan rujukan pada standar
teknis hukum dengan menggambar garis terang antara valid dan tidak
valid” (Finnis 2014, 105), “formula Radbruch tidak memperhitungkan
keperluan konseptual, dan masih kasar dan belum siap sebagai suatu
prinsip” (Finnis 2014, 107), “bukanlah kebenaran tentang hukum,
kebenaran filsafat hukum (teori hukum)” (Finnis 2014, 107). Finnis
berpendapat bahwa kebenaran filsafat hukum akan menjadi lebih jelas
jika setiap ketidakadilan yang nyata dalam pembuatan atau isi dari
hukum meniadakan penghargaan moral yang seharusnya ada dalam
setiap hukum dan putusan pengadilan (Finnis 2014, 107).

Penulis menilai bahwa formula Radbruch tetap penting dan relevan
dalam menilai keberadaan suatu ketidakadilan ekstrem dan apakah
kemudian suatu norma hukum yang tidak adil secara ekstrem patut
dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh
pengadilan, sesuai kewenangannya. Namun, penulis juga menilai
bahwa pemikiran Finnis mengenai pentingnya mempertimbangkan
keadilan adalah hal yang relevan. Sintesis terhadap pemikiran Alexy
dan Finnis adalah eksistensi prinsip fiksi hukum yang lahir atas dasar
keadilan (ekuitas). Pertimbangan keadilan Finnis yang disebut oleh
Alexy sebagai bentuk “semua-hal-dipertimbangkan,” dan formula
Radbruch yang disebut Finnis sebagai bentuk ‘“semua-atau-tidak,”

11 Aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum hilang
dalam beberapa kasus dan tidak pada lainnya
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dapat dikombinasikan dengan baik. Formula Radbruch menekankan
ketidakadilan ekstrem (pelanggaran hak asasi manusia secara
ekstrem). Finnis menekankan semua pertimbangan keadilan, termasuk
kewajiban yang beriringan (collateral obligation). Prinsip fiksi hukum
menekankan ekuitas. Ketiga unsur ini dapat dikombinasikan dan
ketiga unsur berkaitan secara erat. Setelah mengombinasikan ketiga
unsur ini, maka dapat dihasilkan suatu penyesuaian pada formula
Radbruch, yaitu:

Norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia
secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan
batal demi hukum oleh pengadilan [buah pemikiran Alexy dan
Radbruch], sesuai kewenangannya. Pengesampingan, pembatalan,
dan pembatalan demi hukum tersebut perlu mempertimbangkan
keadilan (ekuitas) [buah pemikiran Finnis], sejauh diperlukan, atas
dasar prinsip fiksi-hukum, atau sebagal bagian dari prinsip fiksi
hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum [buah
pemikiran Aquinas dan Alexy].

Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia berkenaan langsung
dengan permasalahan utama disertasi ini dan diskursus antara Finnis
dan Alexy. Kesimpulan dari sintesis diskursus Finnis dan Alexy
menghasilkan penyesuaian terhadap formula Radbruch. Penyesuaian
tersebut menyangkut (i) kandungan dari suatu norma hukum, yaitu
ketika suatu norma hukum mengandung ketidakadilan ekstrem.
Pembahasan mengenai ketidakadilan ekstrem selalu berkenaan dengan
pelanggaran hak asasi manusia, baik secara ekstrem atau tidak; (ii)
metode hakim atau pengadilan untuk meniadakan keberlakuan norma
hukum tidak adil secara ekstrem tersebut, yaitu melalui
pengesampingan, -pembatalan, dan pembatalan demi hukum suatu
norma hukum. Ketiga metode tersebut berkenaan langsung dengan
penerapan asas kepastian hukum dan keadilan di dalam suatu sistem
hukum; dan (iii) keberadaan prinsip fiksi hukum yang juga berkenaan
dengan hak kodrati dan keadilan kodrati sebagaimana dikemukakan
oleh Aquinas.

Hak kodrati adalah hak yang timbul berdasarkan kodrat seseorang
yang berasal dari penyesuaian secara mutlak atau relatif dengan orang
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lain. Menurut Aquinas, hak kodrati tidak memperoleh kekuatan dari
hukum tertulis (positif), meskipun hukum tertulis bisa saja
mengandung hak kodrati. Bagi Aquinas, hak kodrati berasal dari
kodrat (ST 1I-11 g. 60 a. 5). Asal hak kodrati dapat terjadi dengan dua
cara. Cara pertama adalah kesimpulan dari suatu prinsip. Apa yang
disimpulkan adalah keadilan kodrati, bukan keadilan hukum. la
mencontohkan, dari fakta bahwa tidak ada seorang pun yang dapat
dicederai secara tidak-adil, kemudian diatur bahwa pencurian tidak
boleh dilakukan.dni‘adalah milik keadilan kodrati. Cara kedua adalah
penetapan lebih lanjut dari keadilan kodrati, dan inilah yang
melahirkan keadilan hukum atau keadilan positif. Contoh: pencuri
harus dihukum adalah bagian dari keadilan kodrati, tetapi bagaimana
ia dihukum itu adalah bagian dari keadilan hukum.

Apakah hak kodrati yang dimaksud Aquinas sejalan dengan apa yang
kita mengerti saat ini sebagai “hak asasi manusia?” Finnis dengan
tegas menjawab ‘“‘ya” meski Aquinas tidak mempunyai istilah tersebut.
Analisis unsur-unsur hak asasi manusia tidak bertentangan dengan apa
yang dimaksud dengan hak kodrati olen Aquinas. Budziszewski
mengatakan bahwa pembedaan antara hak “subjektif” dan hak
“objektif”” adalah menyesatkan (Budziszewski n.d., 137). Menurutnya,
setiap hak pribadi dalam arti tertentu mencakup baik subjektif dan
objektif (Budziszewski n.d., 137). la melanjutkan, hak-hak seseorang
disebut objektif dalam arti bahwa tepat bagi orang tersebut untuk
memiliki hak itu (Budziszewski n.d., 137). Kemudian, hak seseorang
disebut subjektif dalam arti bahwa hak tersebut adalah “milik’” orang
itu (Budziszewski n.d., 137). Jelas bahwa hak kodrati yang disebut
oleh Aquinas, meski tidak sepenuhnya disetujui semua sarjana, dapat
dilihat selaras dengan makna hak asasi manusia dalam konteks
modern saat ini.

Kesimpulan dan Kontribusi Keilmuan

Pandangan bahwa hukum valid karena ia adalah hukum (teori
positivistik) telah membuat hakim-hakim dan masyarakat tidak
berdaya melawan kesewenang-wenangan, kekejaman, atau undang-
undang kejahatan betapa ekstremnya hal-hal tersebut (Gustav
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Radbruch 2006, 13). Radbruch mengatakan bahwa teori positivistik
menyamakan hukum dengan kekuasaan; hukum ada hanya karena ada
kekuasaan (Gustav Radbruch 2006, 13).

Hukum adalah lebih dari apa yang diatur secara tertulis. Ada hukum
yang “lebih besar” dan “lebih penting” dari sekedar aturan yang dibuat
secara tertulis. Adalah tugas pemerintah dan khususnya yudikatif
untuk menemukan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai moral yang bersifat
mendasar dan universal, yang secara umum telah diakui oleh bangsa-
bangsa di dunia;adalah hak-hak asasi manusia. Suatu hukum, norma
hukum, tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai mendasar ini dalam
kandungan norma hukum tersebut.

Pemikiran Alexy mengenai formula Radbruch yang dipersingkat,
ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum, tetap penting dan relevan
dalam menilai keberadaan suatu ketidakadilan ekstrem dan apakah
kemudian suatu norma hukum yang tidak adil secara ekstrem patut
dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh
pengadilan, sesual kewenangannya. Namun, penulis juga menilai
bahwa pemikiran Finnis mengenai pentingnya mempertimbangkan
keadilan adalah hal yang relevan. Sintesis terhadap pemikiran Alexy
dan Finnis adalah pentingnya eksistensi prinsip fiksi hukum yang lahir
atas dasar keadilan (ekuitas). Pertimbangan keadilan Finnis yang bisa
disebut sebagai bentuk “semua-hal-dipertimbangkan,” dan formula
Radbruch Alexy yang bisa disebut sebagai bentuk “‘semua-atau-tidak,”
dapat dikombinasikan dengan baik. Formula Radbruch menekankan
ketidakadilan ekstrem (pelanggaran hak -asasi manusia secara
ekstrem). Finnis menekankan semua pertimbangan keadilan. Prinsip
fiksi  hukum menekankan ekuitas. Ketiga unsur ini dapat
dikombinasikan dan ketiga unsur berkaitan secara erat. Setelah
mengombinasikan ketiga. unsur ini, maka-dapat dihasilkan suatu
penyesuaian pada formula Radbruch, yaitu:

"Norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi
manusia secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan,
atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai
kewenangannya.  Pengesampingan, pembatalan, dan
pembatalan demi hukum norma hukum tersebut perlu
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mempertimbangkan keadilan (ekuitas), sejauh diperlukan, atas
dasar prinsip fiksi hukum, sebagai bagian dari prinsip fiksi
hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum."

Penemuan penting dalam penelitian ini adalah sintesis terhadap
diskursus antara Finnis dan Alexy, yaitu eksistensi atas prinsip fiksi
hukum yang mendamaikan ketidakadilan ekstrem yang menjadikan
suatu norma hukum batal demi-hukum _dengan semua pertimbangan
keadilan (ekuitas)..~Kedua pemikiran tidak. perlu dilawankan
melainkan didamaikan. Penemuan penting kedua adalah hasil dari
sintesis tersebut, yaitu penyesuaian terhadap formula Radbruch yang
adalah tesis dari disertasi. Penemuan penting ketiga, penelitian
menunjukkan bahwa pemikiran Aquinas pada abad ke-13 ternyata
selaras dengan pemikiran Alexy (dan Radbruch) pada abad ke-20 dan
21 meski dari dua sudut pandang dan penekanan yang berbeda.

Dari ketiga penemuan penting ini, penelitian lanjutan diperlukan
mengenal ukuran-ukuran yang dapat digunakan dalam pembuatan dan
pengundangan suatu norma hukum yang adil dan selaras dengan hak
asasi manusia; ukuran-ukuran yang dapat digunakan atau aturan-
aturan yang harus ada dalam suatu negara atau komunitas, untuk
memastikan agar norma hukum-hukum yang melanggar hak asasi
manusia, baik secara ekstrem atau tidak, tidak lagi dapat diundangkan
atau ditetapkan, atau setidaknya, kemungkinan pengundangan atau
penetapannya sangat dibatasi; dan ukuran-ukuran yang dapat
digunakan secara obyektif yang dapat digunakan oleh yudikatif untuk
mengesampingkan, membatalkan, atau menyatakan batal demi hukum
suatu hukum atau norma hukum yang melanggar hak asasi manusia
secara ekstrem atau oleh eksekutif sebagai dasar untuk amandemen
atau pencabutan suatu hukum atau norma hukum yang melanggar hak
asasi manusia secara ekstrem, yang telah ditetapkan sebelumnya.
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